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BUPATINGANJUK 

PROVINSJ JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 25 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 15 TAHUN 
2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGANJUK, 

Menimbang : bahwa berkenaan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatn 
dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 terdapat 
perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan 
Umum Anggaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 maka 
dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu mengubah 
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2016 dengan Peraturan Bupati . 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. 

3. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355}; 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); ' 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700). 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tam bah.an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 , 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaima11a 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5694); 

14. Peratu.ran Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

i6. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 fahun 2did 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah ; 

1 7. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantu.an Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

18. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentu.kan Produk Hukum Daerah; 

19. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 

20. Peratu.ran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 -
2019; 

21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 
tentang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016; 

22. Peratu.ran Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi 
Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2015 Nomor 15); 

23. Peratu.ran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 
2006 tentang f>engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12); 
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Menetapkan 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 
Nomor04g 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 
2014 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten 
Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2014 Nomor 2}; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ng.anjuk Nomor 8 Tahun 
2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nganjuk Tahun 2016 Nomor 1); 

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan 
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
di Kabupaten Nganjuk, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk 
Nomor 15 Tahun 2014; 

29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Bantuan Keuangan Khusus Desa yangt Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2015 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Nganjuk Tahun 2016. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 15 TAHUN 2015 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016. 

Pasal I 

Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 
15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 pada lampirannya 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati 
lill. 
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Pasal II 

Perubahan R.Kf>D Tahun 2016 ini menjadi acuan bagi para 
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun 
program/kegiatan yang pendanaannya dianggarakan pada 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016. 

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. 

Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 13 Oktober 2016 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK 

Staf Ahli Gubernur Jawa Timur 
Bidang Pembangunan 

ttd 
AGUS WAHYUDI,SH. M.Si 

Pembina Utama Madya 
NIP.19600810 198509 1 003 

Ditetapkan di Nganjuk 
pada tanggal 13 Oktober 2016 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

TAUFIQURRAHMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 25 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEP BAGI HUKUM 

Pembin Tingkat I 
NIP. 19661107 199403 1 005 
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